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Tesisini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, di mana notaris menunjuk notaris
pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Seorang notaris yang
menjadi Pejabat Negara, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan
pertanggungjawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi Pejabat Negara. M etode penelitian
yang digunakan dalam penulisan tesisini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan
jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi
dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Tipologi penelitian preskriptif yaitu penelitan
yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan analisis
kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi pejabat negara, pertama
menurut Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 UUJN dan Pasal 12 huruf | dan Pasal 50 ayat 1 huruf | UU Pemilu.
Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, maka seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara
wajib cuti. Selama menjadi Pejabat Negara, notaris menunjuk notaris pengganti, namun Notaris yang
membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya baik sebelum menjabat sebagai Pejabat
Negara dan setelah menjabat sebagai Pejabat Negara, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuiti
selama menjadi pejabat negara dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris,
namun papan notaris tersebut masih berdiri dan nama notaris tersebut masih tercantum dalam akta yang
dibuatnya sehingga terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara jabatannya sebagai pejabat
Negara dan jabatannya sebagai notaris.

This thesis discusses the public notary leave due to assignment as a state officials, in which the public notary
appoint substitute notary during the assignment as state officials. Public notary who became State Officials,
shall take leave or cease. The purpose of this research isto know legal status and accountability for deeds
made before a public notary become a State Officials. The research method used in thisthesisis anormative
juridical literature and type of data used is secondary data. Data collection tool used is documents research
and data analysis methods used qualitatively. Prescriptive typology research is research that aimsto provide
a solutions or suggestions to overcome the problems. Based on qualitative analysis there are two (2)
regulations governing public notary became state officials, according to Article 17 point d juncto Article 11
UUJN and Article 12 point | and Article 50 paragraph 1 point | UU Pemilu. Based on the principle of lex
specialis derogate legi generali, a public notary who becomes state officials shall take leave. During the time
as State Officials, public notary appoint substitute notary, however the public notary is responsible for the
deed made both before and after serving as Public Officials, athough the public notary was on leave during
assignment as State Officials and has been designated a substitute notary as the recipient of a notary
protocol, but the public notary billboard is still standing and public notary name is still listed in the deed
made, so that thereis a conflict of interest between his’her assingment as State Officials and his/her position
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asapublic notary.



